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Abstrak
Konsep jizyah dalam kajian hukum Islam termasuk dalam hukum pemerintahan, yaitu kewajiban kafir

zimmi untuk mengeluarkan sebagian hartanya pada negara sebagai jaminan keamanan dan keselamatan.
Para ulama masih belum padu dalam menetapkan hukum jizyah. Pada penelitian ini secara khusus
membahas pendapatlbn Rusyd Al-Qurtubi. Adapun permasalahan yang diajukan ialah bagaimanakah
pandangan Ibn Rusyd Al-Qurtubi tentang konsep jizyah, dan bagaimana tinjauan siyasah maliyah
terhadap pelaksanaan jizyah dilihat dari pandangan Ibn Rusyd Al-Qurtubi? Penelitian ini menggunakan
metode penelitian kualitatif, dengan jenis penelitian kepustakaan dan pendekatan normatif, data
dikumpulkan melalui studi kepustakaan, kemudian dianalisis dengan menggunakan Deskriptif analisis.
Hasil penelitian ini bahwa di dalam pandangan Ibn Rusyd Al-Qurtubi, konsep jizyah termasuk perkara
yang wajib dilaksanakan oleh pemerintah. Kewajiban jizyah diberlakukan pada orang kafir, baik ahl al-
kitab (Yahudi dan Nasrani) dan musyrik (politeisme), termasuk kepada orang Majusi. Syarat-syaratnya
adalah status mereka adalah kafir zimmi (ahlu zimmah), bukan kafir harbi, laki-laki yang merdeka dan
baligh. Adapun jenis jizyah menurut 1bn Rusyd ada dua, yaitu jizyah shulhiyyah dan jizyah ‘unwiyyah.
Pelaksanaan jizyah menurut pandangan lbn Rusyd Al-Qurtubi sesuai dengan tinjauan siyasah al-maliyah.
Kebijakan pemerintah yang mewajibkan kafir zimmi mengeluarkan jizyah adalah bagian dari jenis
kebijakan yang sifatnya politis menyangkut harta (maliyah), harta jizyah menjadi khas negara untuk
kepentingan kemaslahatan rakyat, baik muslim maupun non-Muslim (kafir).

Kata Kunci : Konsep Jizyah, Perspektif, Siyasah Maliyah.

Abstrac
The concept of jizyah in the study of Islamic law is included in government law, namely the obligation of
the immi infidel to issue part of his wealth to the state as a guarantee of security and safety. The scholars
are still not coherent in determining the jizya law. This study specifically discusses the opinion of 1bn
Rushd Al-Qurrubi. The problem posed is what is the view of Ibn Rushd Al-Qurtubi about the concept of
jizyah, and how is the review of the siyasah maliyah on the implementation of jizyah seen from the view of
Ibn Rushd Al-Qurzubi? This research uses qualitative research methods, with the type of library research
and normative approach, data is collected through literature study, then analyzed using descriptive
analysis. The results of this study are that in the view of 1bn Rushd Al-Qurubi, the concept of jizyah is a
matter that must be carried out by the government. The obligation of jizya is imposed on unbelievers, both
ahl al-kitab (Jews and Christians) and polytheists (polytheism), including the Magi. The conditions are
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that their status is unbeliever zimmi (ahlu immah), not infidel harbi, independent and mature men.
According to Ibn Rushd, there are two types of jizyah, namely hulhiyyah jizyah and 'unwiyyah jizyah. The
implementation of jizyah according to Ibn Rushd Al-Qurtubi's view is in accordance with the view of
siyasah al-maliyah. The government's policy that obliges the immi infidels to issue jizyah is part of the
type of policy that is political in nature regarding property (maliyah), jizyah assets are unique to the state
for the benefit of the people, both Muslims and non-Muslims (kafir).

Keywords: Jizyah Concept, Perspective, Siyasah Maliyah.

Diterima :03-09-2022 Dipublish: 07-09-2022

A. PENDAHULUAN

Dalam konteks sejarah, pelaksanaan pembayaran pajak atau jigyah sudah ada jauh sebelum
Islam datang. Dalam hubungan internasional ketika itu, negara yang kalah wajib membayar upeti
kepada negara yang menang. Negera-negera seperti Romawi, Persia dan Yunani mewajibkan
penduduk negara yang mereka taklukkan untuk membayar pajak kepada mereka. Setelah datangnya
Islam, upeti ini tetap dipertahankan.'

Mengacu kepada ulasan tersebut, para ulama menetapkan kewajiban pajak atau jizyah ini hanya
bagi orang-orang non-Muslim yang berdamai dengan Islam (masyarakat Muslim). Dalam beberapa
persoalan, para ulama berbeda pandangan mengenai hukum jizyah. Menurut sebagian ulama, seperti
dipilih dalam mazhab Hanafi dan Maliki, bahwa hukum jizyab ini dikategorikan ke dalam tiga bentuk.
Bentuk pertama adalah jigyah ‘unwiyah (jizyah kompensasi) yang wajib terhadap orang-orang kafir
harbi ataupun pemberontak setelah kekalahan mereka. Bentuk kedua adalah jigyah sulbiyyab (jizyah
perdamaian), yaitu jigyah yang dibayar oleh orang-orang kafir sebagai imbalan perlindungan atau
jaminan keamanan agar mereka tidak diserang oleh kaum muslimin. Bentuk ketiga adalah jizyah
usyriyah (jizyah sepuluh persen dari harta dari orang kafir). Bentuk ini masih diperdebatkan oleh para
ulama.

Namun demikian, sebagian ulama yang lainnya justru menyebutkan hanya dalam dua kategori
saja. Pendapat ini dikemukakan dalam mazhab Malikiyah dan mazhab Hanabilah, dan sebagian
ulama dari kalangan Hanafiah.Bentuk pertama ialah jizyah ketundukan yang disertai kerelaan
perdamaian dalam pelaksanaannya yang kadarnya ditetapkan sesuai yang disepakati. Setelah itu, jigyah
tersebut tidak boleh ditambah, tidak pula boleh dikurangi sebagai bentuk pelanggaran kepada

perjanjian. Bentuk kedua ialah jizyah yang ditetapkan oleh imam atau pemimpin, ketika dia berhasil

! Rahman Syamsuddin, Pengantar Hukum Indonesia, Jakarta: Kencana, 2019.
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menaklukkan kaum kafir, menaklukkan negeri mereka serta menguasai semua milik mereka. Jizyah
bentuk ini ditetapkan kadarnya dengan kadar tertentu baik mereka mau ataupun tidak, rela atau tidak.
Kadar jizyah jenis ini ditetapkan pertahun adalah terhadap orang kaya sebesar 48 dirham, bagi orang
pertengahan sebesar 24 dirham, dan juga kepada orang miskin yang mempunyai pekerjaan sebesar 12
dirham.’

Berdasarkan permasalahan tersebut, tampak bahwa para ulama cenderung masih berbeda
pendapat mengenai kriteria jizyah. Di dalam penelitian ini, secara khusus dianalisis pendapat Ibn
Rusyd Al-Qurtubi. Ibn Rusyd Al-Qurtubi adalah ulama dari kalangan Malikiyah. Ibn Rusyd justru
memilih pendapat yang kedua, di mana jigyah dibagi ke dalam dua bentuk, yaitu jigyah ‘unwiyyah dan
Jizyah al-sulbiyyah.

Ibn Rusyd mengakui bahwa ada juga yang berpandapat bahwa jizyah ini dibagi ke dalam 3
kariteria sebagaimana telah dikemukakan di atas. Hanya saja ia memilih pendapat yang menyebutkan
bahwa jizyah dikelompokkan ke dalam dua bentuk. Menariknya, meskipun Ibn Rusyd merupakan
ulama bermazhab Maliki namun ia tidak mengikuti pendapat yang berkembang dalam mazhabnya.
Mazhab Maliki menetapkan jigyah dalam tiga kriteria, sementara Ibn Rusyd memandang jizyah dalam
dua bentuk saja. Jadi secara manhaj dan aliran fikih, Ibn Rusyd Al-Qurtubi telah menyimpangan
pendapat yang berkembang dalam mazhab Maliki yang nofabene merupakan afiliasi mazhab beliau
sendifi.

Berdasarkan uraian di atas, maka menarik untuk diteliti lebih jauh tentang pendapat Ibn
Rusyddengan beberapa pertimbangan. Pertama bahwa pendapat Ibn Rusyd cenderung berbeda
dengan beberapa pendapat ulama mazhab lainnya, dan termasuk dengan pandangan mazhab Maliki
yang notabene merupakan mazhab yang dianut Ibn Rusyd sendiri. Kedua, penting untuk melihat
alasan logis dan pola penalaran yang digunakan Ibn Rusyd. Ketiga, jigyah merupakan salah satu aspek
harta yang berkaitan dengan siydsah maliyah, untuk itu menarik untuk dikaji dan diteliti lebih jauh
konsep jigyah dalam kaitannya dengan siyasah maliyah. Untuk itu, permasalahan tersebut diangkat
dengan judul skripsi:Konsep Jizyah dalam Pandangan 1bn Rusyd Al-Qurtubi: Analisis Perspektif Siyasah
Maliyah.

Berdasarkan uraian di atas, maka menarik untuk diteliti lebih jauh tentang pendapat Ibn

Rusyddengan beberapa pertimbangan. Pertama bahwa pendapat Ibn Rusyd cenderung berbeda

? Ibn Rusyd Al-Qurtubi, A/-Bayan wa Al-Tahshil wa Al-Syarh wa Al-Taujih wa Al-Ta’lil fi Masa’il Al-Mustakbrajab,
Tahqiq: Ahmad Syarqawi Igbal, Bairut: Dar Al-Gharb Al-Islami, 1988.
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dengan beberapa pendapat ulama mazhab lainnya, dan termasuk dengan pandangan mazhab Maliki
yang nofabene merupakan mazhab yang dianut Ibn Rusyd sendiri. Kedua, penting untuk melihat
alasan logis dan pola penalaran yang digunakan Ibn Rusyd. Ketiga, jigyah merupakan salah satu aspek
harta yang berkaitan dengan siydsah maliyah, untuk itu menarik untuk dikaji dan diteliti lebih jauh
konsep jizyah dalam kaitannya dengan siydsah maliyah. Untuk itu, permasalahan tersebut diangkat
dengan judul skripsi:Konsep Jizyah dalam Pandangan 1bn Rusyd Al-Qurtubi: Analisis Perspektif Siyasah
Maliyah.

B. METODE PENELITIAN
Jenis Penelitian ini menggunakan penelitian normatif.® Sebagai sebuah penelitian dan

kajian terhadap pemikiran seorang tokoh dalam waktu tertentu, maka penelitian ini
menggunakan pendekatan sejarah (historical approach), dengan memfokuskan pada penelitian
sebuah sejarah dan peristiwa.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN
Dalam pandangan Ibn Rusyd Al-Qurtubi, konsep jizyah termasuk perkara yang wajib

dilaksanakan oleh pemerintah. kewajiban /igyah diberlakukan kepada orang kafir, baik ab/ al-kitab
(Yahudi dan Nasrani) maupun musyrik (politeisme), termasuk kepada orang Majusi. Syarat-
syaratnya adalah status mereka adalah kafir gimmi (ablu Zimmah), bukan kafir harbi, laki-laki yang
merdeka dan sudah baligh. Adapun jenis jzzyah menurut Ibn Rusyd ada dua, yaitu jigyah sulbiyyah
dan jizyah ‘unwiyyah.* Jizyah sulbiyyab ini tidak ditentukan kadar dan waktu pembayarannya, kecuali
setelah adanya suatu kesepakatan bersama antara pemerintah dengan kafir Zimmi. Adapun jigyah
‘unwiyyah diambil dari orang kafir pasca penaklukan daerah mereka, jigyah kategori yang kedua ini
ditetapkan kadar dan waktu pengeluarannya. Bagi Ibn Rusyd, dalil yang digunakan adalah QS.
Al-Taubah [9] ayat 29, yaitu

2
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: Jonaedi Efendi, dan Johnny Ibrahim, Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris, Jakarta: Jakarta: Kencana
Prenada Media Group, 2018.

*Ibn Jarir Al-Thabari, Jami’ Al-Bayan An Ta'wil Ayy Al-Qur'an, T terj, Jakarta: Pustaka Azzam, 2011.
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Perangilah orang-orang yang tidak beriman pada Allah dan hari kemudian, mereka yang
tidak mengharamkan apa yang telah diharamkan Allah dan Rasul-Nya dan mereka yang
tidaklah beragama dengan agama yang benar (agama Allah), (yaitu orang-orang) yang telah
diberi Kitab, hingga mereka membayar jizyah (pajak) dengan patuh sedang mereka di
dalam keadaan tunduk (QS. Al-Taubah [9]: 29).

Ayat ini secara eksplisit menyebut istilah jzzyah, yang asal istilahnya berarti jaminan atau
pajak. Imam Al-Qurthubi, informasi hukum yang muncul dalam ayat di atas terkait kekhawatiran
kaum muslimin atas kemiskinan karena Allah Swt mengharamkan orang-orang kafir (termasuk di
dalamnya ahlul kitab) mendekati Masjidil Haram. Oleh karena itu, Allah Swt menghalalkan
mengambil jizyah atau pajak sebagai kompensasi atau ganti atas larangan berhubungan dagang
dengan orang musyrik. Di samping itu, ayat tersebut juga memerintahkan untuk membunuh
orang-orang kafir seluruhnya. Sebagai ganti dari hukum tersebut dibolehkan mengambil jizyah
dari mereka. Pada umumnya Ibn Rusyd cenderung sama menggunakan dalil-dalil tentang jizyah. Namun
begitu, menjadi pokok perbedaannya adalah dalam konteks menganalisis dalil-dalil itu.> Terhadap dalil
tersebut, Ibn Rusyd tampak menggunakan kaidah-kaidah kebahasan dalam melihat hukum jizyah,
disamping itu ia juga melihat adanya i/t hukum di dalam kasus penetapan jizyah pada kalangan Majusi.
Ini menandakan bahwa Ibn Rusyd menggunakan dua metode #s#znbath sekaligus, yaitu metode bayani dan

ta’lils.

Pelaksanaan jigyah dalam pandanganlbn Rusyd Al-Qurtubi sesuai dengan tinjauan siydsah
al-maliyah. Kebijakan pemerintah yang mewajibkan kafir gimmi mengeluarkan jigyah ialah bagian
dari jenis kebijakan yang sifatnya politis menyangkut harta (waliyah), harta jizyah menjadi khas
negara untuk kepentingan kemaslahatan rakyat, baik muslim maupun non-muslim (kafir).
Namun begitu, kebijakan pemerintah mewajibkan jizyah ini bukan hanya kebijakan politik
(szyasah) semata, yang terjadi antara penguasa dan rakyat, tetapi juga termasuk kewajiban agama

yang dibebankan kepada pemerintah dan harus dilaksanakan.

1. Profil Ibn Rusyd Al-Qurtubit

Ibn Rusyd merupakan salah satu tokoh ulama kenamaan yang mempunyai andil dalam
mewarnai keilmuan ke-Islaman. Ibn Rusyd salah satu di antara ulama yang bermazhab Maliki

yang terbilang mampu mempertahankan kenamaannya di tengah masyarakat muslim, bahkan

> Jalaluddin Abdurrahman Al-Suyuthi, Asybah wa Al-Nazha'ir, Riyad: Mamlakah Al-‘Arabiyah Al-Su’udiyyah,
1997.
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masyarakat non-muslim sendiri mengenal Ibn Rusyd dengan sebutan Averroes. Ibn Rusyd
dikenal sebagai filsuf muslim Barat dan ia lahir di Tahun 520 H atau 1126 M di Eropa, yaitu
Cardova, atau sekarang disebut Spanyol, dan ia wafat pada Tahun 595 H atau bertepatan pada
Tahun 1198 M. Ibnu Rusyd hidup pada dua masa kerajaan di Andalusia-Spanyol, Murabithun
dan Muwahhidun. Dia dibesarkan dalam keluarga yang menaruh perhatian pada ilmu
pengetahuan dan terutama fikih. Dalam catatan Afrizal, bahwa keluarga Ibn Rusyd memiliki
tradisi dan peran intelektual yang besar dan mempunyai keahlian yang diakui dan disegani dan

kakeknya dari pthak ayah merupakan seorang hakim agung di Cordova.

Ibn Rusyd mempunyai nama lengkap yaitu Abu al-Walid Muhammad bin Ahmad bin
Muhammad bin Ahmad bin Rusyd. Ada juga yang menambah depan nama beliau yaitu Abu
Ya'la al-Walid. Sementara di akhir nama beliau ditambah dengan sebutan al-Syahir bi al-
Hafid.Sebutan Ibn Rusyd merupakan sebutan yang populer dalam khazanah keilmuan Islam,
sementara dalam khazanah Barat lebih dikenal dengan sebutan Averroes. Begitu Populernya Ibn
Rusyd di kalangan Barat, sehingga pada Tahun 1200-1650 ada sebuah gerakan yang disebut
dengan Averroisme yang berusaha mengembangkan pemikiran-pemikiran dari Ibn Rusyd dalam

kancah keilmuan Barat.’

Ibn Rusyd tumbuh dan hidup dalam keluarga yang besar ghairahnya pada ilmu
pengetahuan. Hal itu terbukti, Ibn Rusyd bersama-sama merevisi buku Imam Malik, a/
Mumwaththa, yang dipelajarinya bersama ayahnya Abu Al-Qasim dan ia menghapalnya. Ibn Rusyd
mempelajari Matematika, Fisika, Astronomi Logika, Filsafat dan ilmu pengobatan. Sebagai
seorang berasal dari keturunan terhormat, dan keluarga ilmuan terutama Fikih, maka saat dewasa
ia diberikanjabatan untuk pertama kalinya yakni sebagai hakim Tahun 565H/1169 M, di Seville.
Kemudian iapun kembali ke Cordova, sepuluhtahun di sana, Ibn Rusyd diangkat menjadi gadb:.
Selain itu, Ibn Rusyd juga pernah menjadi dokter Istana di Cordova, dan sebagai seorang filosof
dan ahli dalam hukum yang mempunyai pengaruh besar dikalangan Istana, terutama zaman
Sultan Abu Yusuf Ya’qub al-Mansur. Dalam bidang Fikih, Ibn Rusyd diasosiasikan sebagai

ulama yang menganut pemikiran mazhab Maliki. Jamal Ghofir menyebutkan salah satu karya

® Ibn Rusyd Al-Qurtubi, A/-Bayan wa Al-Tahshil wa Al-Syarh wa Al-Taujih wa Al-Ta’lil fi Masa’il Al-Mustakbrajab,
Tahqiq: Ahmad Syarqawi Igbal, Bairut: Dar Al-Gharb Al-Islami, 1988.
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fikih Ibn Rusyd yang menjadi bahan pegangan di dalam mazhab Maliki adalah Bidayah al-Mujtahid
wa Nibayah al-Mugtashid.

2. Konsep Jizyah

Istilah jizyah (penulisan tanpa /#a/ic atau miring) pada asalnya diambil dari bahasa Arab
yaitu jigyah, dengan penulisan yang sama setelah diserap ke dalam bahasa Indonesia. Dalam
Kammus Besar Babasa Indonesia, istilah jizyah dimaknai sebagai upeti atau pajak yang dikenakan
kepada orang (negeri) bukan Islam oleh pemerintah (negeri) Islam yang menaklukkannya,

terakhir dihapuskan Khalifah Umar bin Khatab. Menurut Kamus Babasa Arab, atau ditulis:

(3 ) 8155 «s5a ida

Kata tersebut memiliki beberapa arti, di antaranya upeti, pajak tanah, upah, dan
balasan.Istilah jigyah, jika dilihat secara lughawiyah, seperti dikemukakan di atas, merupakan
turunan dari jaga atau jazaan, sementara bentuk pluralnya jiza, memiliki beberapa pengertian
yaitu mencukupi, memberi upah, atau menghukum, menempati, meminta upah, balasan, disebut
juga conpensate atau kompensasi). Mengacu kepada beberapa makna bahasa tersebut, makna yang
dimaksudkan dan dipakai dalam konteks hukum jizyah adalah pajak, upah, upeti, atau

kompensasi.

Kewajiban jigyah sebagaimana maksud QS. Al-Taubah [9] ayat 29 secara prinsip beraku
hanya jika non-muslim berada dalam kekuasaan Islam, dan tunduk terhadap hukum-hukum yang
diberlakukan kecuali hal-hal yang berkisar prinsip akidah masing-masing. Yusuf Al-Qaradhawi
menyebutkan kewajiban hukum atas jigyab ini berlaku ketika orang-orang kafir menundukkan diri
pada pemerintahan Islam. Di samping sebagai loyalitas dan ketundukan terhadap pemerintah
Islam, kewajiban jigyah ini juga berlaku sebagai kompensasi karena mereka dibebaskan dari

kewajiban militer. QS. Al-Taubah [9] ayat 29:
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Perangilah orang-orang yang tidak beriman pada Allah dan hari kemudian, mereka yang
tidak mengharamkan apa yang telah diharamkan Allah dan Rasul-Nya dan mereka yang
tidaklah beragama dengan agama yang benar (agama Allah), (yaitu orang-orang) yang telah
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diberi Kitab, hingga mereka membayar jizyah (pajak) dengan patuh sedang mereka di
dalam keadaan tunduk (QS. Al-Taubah [9]: 29).

Dasar hukum kewajiban jizyah juga mengacu kepada dalil hadis. Riwayat hadis tentang
Jizyab ini relatif banyak, bahkan ditemukan dan disebutkan dalam kitab-kitab hadis yang mayshur,
seperti Shahih Al-Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmizi, Ibn Majah, Al-Darimi, Ahmad, Malik,
Daru Quthni, Hakim, dan banyak riwayat lain. Mengingat banyaknya riwayat hadis tentang jigyah
ini, maka penulis hanya mengutip dua riwayat saja, satu dari Shahih Al-Bukhari dan satu lainnya
dalam Shahih Muslim. Dalam riwayat Al-Bukhari, disebutkan bahwa Rasulullah Saw pernah

menarik/mengambil jizyah dati orang-orang Majusi.
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Telah bercerita kepada kami Sufyan berkata aku mendengar Amar berkata; Aku pernah
duduk bersama Jabir bin Zaid dan Amru bin Aus, lalu Bajalah bercerita kepada keduanya
suatu peristiwa pada tahun tujuh puluh saat Mush'ab bin Az Zubair menunaikan ibadah
hajji bersama dengan penduduk Bashrah. Ketika berada di sisi air zamzam, dia (Bajalah)
berkata; Aku adalah juru tulis Jaz’i bin Mu'awiyah, paman Al Ahnaf. Kemudian datang
surat perintah dari Umar bin Khaththab sebelum kematiannya yang berisi; "Pisahkanlah
setiap orang yang memiliki mahram dari orang Majusi". Dan 'Umar belum pernah
mengambil jizyah (upeti) dari Kaum Majusi hingga kemudian datang Abdur Rahman bin
Auf bersaksi bahwa Rasulullah Saw pernah mengambil jizyah orang Majusi Hajar (HR. Al-
Bukhari).

Hadis ini bercerita mengenai adanya kasus di mana Rasulullah Saw pernah mengambil
Jizyah dari orang Majusi. Bahkan, hadis di atas menjadi dalil hukum orang-orang Majusi
(penyebah api) juga dikenakan kewajiban membayar jizyah. Ibn Hajar Al-Asqalanipada saat
menjelaskan hadis tersebutjuga mengemukakan orang Majusi juga wajib membayar jigyah.
Artinya, kewajiban jigyah ini bukan hanya dibebankan kepada ahlul kitab dari kalangan Yahudi
dan Nasrani, namun juga berlaku kepada Majusi, bahkan dalil inilah sebagai dasar sebagian
kalangan ulama, terutama mazhab Zahiri, sehingga mereka memasukkan kalangan Majusi sebagai

ahlul kitab, hukum-hukum yang berlaku untuk ahlul kitab berlaku pula bagi orang-orang Majusi,
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seperti bolehnya menikahi wanita mereka, hukum-hukum menyangkut ahlul kitab lainnya,

termasuk kewajiban jizyah.

ini:

Dasar hukumberikutnya dapat dikutiphadis riwayat Muslim yang relatif panjang berikut

- .o
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Dari Urwah bin Zubair bahwa Miswar bin Makhramah telah mengabarkan kepadanya
bahwa Amru bin Auf sekutu bagi Amir bin Lu’ai, turut serta dalam perang Badar bersama
Rasulullah Saw, telah mengabarkan padanya bahwa Rasulullah Saw mengutus Abu
Ubaidah bin Al Jarrah ke Bahrain membawa jizyahnya dan Rasulullah Saw membuat
perjanjian damai dengan penduduk Bahrain, beliau mengangkat Ala’ bin Hadrami sebagai
pemimpin mereka. lalu Abu Ubaidah datang membawa harta dari Bahrain dan kaum
Anshar mendengar kedatangan Abu Ubaidah kemudian mereka shalat fajar bersama
Rasulullah Saw seusai shalat Rasulullah Saw bergegas lalu merecka menghadang beliau,
Rasulullah Saw tersenyum saat melihat mereka, setelah itu beliau bersabda: Aku kira kalian
mendengar bahwa Abu Ubaidah datang membawa suatu. Mereka berkata: Benar wahai
Rasulullah. Beliau bersabda: Bergembira dan berharaplah apa yang menggembirakan
kalian, demi Allah bukan kemiskinan yang aku takutkan pada kalian, tapi aku takut dunia
dibentangkan untuk kalian seperti halnya dibentangkan pada orang sebelum kalian, lalu
kalian melombakannya seperti mereka melombakannya lalu ia membinasakan kalian
seperti halnya mereka (HR. Muslim).

&i o;‘

Dua riwayat hadis di atas penulis rasa cukup untuk menggambarkan tentang kewajiban

hukum jigyah dalam Islam. Hadis-hadis yang serupa juga relatif cukup banyak, yang intinya

menyebutkan adanya tindakan Rasulullah dan para sahabat mengambil jigyah dari kalangan non-

Muslim kategori ahlul kitab, terutama pada ablu Zimmah yang mendapat perlindungan dari

pemerintah Islam. Namun begitu, mengenai kriteria yang mendapat kewajiban membayar jzzyah

ini, ulama tampak masih belum padu (berbeda pendapat). Karena, bagi sebagian ulama justru
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Jizyah diberlakukan kepada ahlul kitab maupun bukan, baik Arab maupun non Arab. Untuk lebih
jelasnya, kriteria orang-orang kafir yang dibebankan wajib jizyah ini akan dikemukakan pada sub

bahasan “Kewajiban Jizyah terhadap Kafir Zimmi” berikut ini.

a. Kewajiban Jizyah tethadap Kafir Zimmi
Sebelum dijelaskan lebih kewajiban jizyah, terlebih dahulu penting diulas secara
singkat beberapa istilah penting untuk mengawali pembahasan ini. Istilah yang dimaksud
ialah non-muslim, kafir, ahlul kitab, musyrik, dan $/mmi. Istilah-istilah tersebut selalu dipakai
dalam kitab-kitab fikih klasik maupun kontemporer saat menjelaskan hukum jigyah.’

1) Non-muslim merupakan istilah yang umum digunakan di dalam peristilahan hukum di
Indonesia atau Barat (non-Moslem), karena istilah non-muslim ini tidak ditemukan di dalam
literatur fikih klasik. Non muslim dimaksudkan kepada orang-orang selain Islam, orang
bukan Islam, bukan pemeluk agama Islam, misalnya pemeluk agama Kiristen (Katolik-
Protestan) atau Nasrani, Yahudi, Majusi, Shabi’in, Hindu, Budha, Kong Hu Chu, Majusi,
serta pemeluk agama lain selain Islam, termasuk pula seseorang yang tidak punya agama
atau tuhan (ateis). Dalam bahasa lain, non-muslim juga disebut umat beragama selain
Islam atau orang beragama bukan Islam, bahkan di Aceh, istilah terakhir ini dibakukan
dalam Qanun Aceh No.6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat, kemudian dalam Undang-
Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh.

2) Istilah kafir terdiri dari huruf kg, fz, dan ra, artinya menutupi. Dimaksud kafir karena
orang-orang selain Islam menutup diri dari kebenaran Islam, dan dengan itu mereka tidak
mau masuk ke dalam agama Islam. Kata kafir juga bermakna mereka yang menolak,
menentang, mendustakan, ingkar dan bahkan anti kebenaran ajaran Islam. Secara
etimologis, kafir berasal dari kata &afara yakfurn kufran, artinya menutup. Makna kafir pada
dasarnya digunakan secara relatif luas, bahkan orang Islam yang sengaja tidak shalat dan
tidak pula mengakui kewajiban shalat disebut kafir. Karena itu, dalam tulisan ini, makna
kafir adalah semua orang yang bukan Islam, atau bukan beragama Islam, karena secara
langsung mereka tidak mengakui, menutup diri dan tidak mengakui dan masuk ke dalam
agama Islam. Atas alasan itu pula, penulis menyamakan makna kafir ini sebagai non-

muslim seperti telah dijelaskan di awal, sehingga jika digunakan kata-kata kafir, maka

7 Sayyid Sabiq, Figh Al-Sunnab, Terj: Abu Aulia dan Abu Syaugqina, Jakarta: Republika, 2018.
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dimaksud di sini adalah non-Muslim, dan begitu sebaliknya, istilah non-muslim juga
digunakan untuk makna kafir.

3) Istilah ahlul kitab berarti orang-orang yang diberi kitab. Kata ahlul atau a4/ artinya orang-
orang, sementara kitab artinya kitab atau kitab suci. Dalam kerangka fikih (produk hukum
hasil pemahaman para ulama), terdapat dua pendapat dalam menentukan kategori ahlul
kitab. Menurut Jumhur Ulama Mazhab (Hanafi, Maliki, Syafi’i dan Hanbali, Al-Auza’i dan
lainnnya), ahl al-kitab hanya diperuntukkan kepada dua golongan saja, yaitu Yahudi dan
Nashrani, sementara dalam pendapat mazhab Zahiri dan Abu Tsur, makna ahlul kitab
terdiri dari Yahudi, Nasrani, dan Majusi. Mereka memasukkan Majusi sebagai ahlul kitab
karena hukum jigyah juga diberlakukan kepada kalangan Majusi sebagaimana telah
disinggung sebelumnya.

4) Istilah berikutnya adalah musyrik, yaitu orang-orang yang menyekutukan Allah Swt selain
ahlul kitab. Sehingga, cakupan musyrik ini relatif lebih luas lagi ketimbang ahlul kitab,
yaitu semua orang yang bukan beragama Islam, bukan beragama Yahudi, Nasrani, dan
(jika mengikuti pendapat ALL-Zahirt) bukan pula orang Majusi. Termasuk orang musyrik
di sini adalah penyembah patung, dan benda-benda langit, dan lainnya.

5) Istilah $immy atau gimmah berarti jaminan, sementara ablu simmah berarti orang-orang yang
mendapat jaminan keamanan dari pemerintah Islam. Atas dasar itu, istilah 3wy ini
menuntut konsep lainnya, yaitu dar Islam atau negara atau wilayah kekuasaan Islam.

Ungkapan kafir sebagaimana definisi jizyah sebelumnya justru menunjukkan bahwa
peruntukan jizyah tidak dibatasi oleh status agama dan status keberasaan sosiologis Arab
ataupun non Arab. Ibn Rusyd memberi penegasan wajib jizyah kepada orang kafir dalam
makna yang umum, di dalamnya termasuk a// al-kitab dan musyrik (politeime) sekaligus.

Syarat berikutnya adalah kewajiban jigyah hanya berlaku kepada laki-kaki, bukan
kepada perempuan. Selain itu, laki-laki yang dimaksud harus dari orang yang merdeka

(hurrah), bukan hamba sahaya (a/-‘@bdn). Syarat yang terakhir adalah harus sudah baligh,

sementara kafir fizmi yang masih anak-anak tidak diwajibkan jizyah. Jadi, dalam pandangan

Ibn Rusyd, syarat wajib jigyah adalah:

1) Berstatus kafir (musyrik/politeisme maupun ah/ al-kitab)

2) Berstatus szmmi (ablu Simmab)

3) merdeka
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4) Laki-laki

5) Baligh dan Berakal

a. Pendapat Fugaha tentang Bentuk-Bentuk Jizyah

Para ulama bukan hanya berbeda pandangan di dalam hal kriteria siapa saja yang diwajibkan
Jizyah, ulama juga berbeda dalam masalah menetapkan bentuk-bentuk jzzyah. Wahbah Al-Zuhaili, dan
Yusuf Al-Qaradhawi, menetapkan 2 (dua) bentuk jigyah, dan dua bentuk itu mereka kutip dari
pendapat Imam Hanafi sebagi berikut:*

1. Bentuk pertama adalah  jizyah sulbiyah, yaitu jizyah ketundukan disertai kerelaan dan
perdamaian. Kadarnya sesuai dengan kesepakatan antara yang dibebani jizyah dengan
pemerintah atau masyarakat muslim. Setelah adanya kesepakatan, pemerintah tidak boleh
melanggar perjanjian terhadap jumlah atau kadar jizyah, baik menambah maupun
menguranginya.

2. Bentuk kedua adalah jigyah ‘unwiyyah, yaitu jigyah yang dibebankan pada orang-orang kafir atau
non muslim (tergantung pada lima kriteria pendapat yang dibahas sebelumnya) pasca
terjadinya perang dan umat Islam menang dalam peperangan tersebut. [izyah ‘unwiyyah
ditetapkan secara wajib oleh pemerintah atau negara, dan imam boleh menetapkan kadar jigyah
tersebut, baik mereka rela maupun ridha. Mengenai jumlah atau kadarnya, kalangan ulama
berbeda pendapat dalam beberapa pandangan dan spesifikasi kriteria kekayaan, seperti dapat
dipahami berikut:

a. Menurut mazhab Hanafi dan Hambali, kadar jizyah ‘unwiyyah ini harus dilihat dari tiga
kriteria:

1) Jika orang kaya (orang yang mempunyai harta 10.000 ditham lebih), pemetintah boleh
menetapkan kadar jzizyah hingga 48 dirham setiap tahunnya, baik dibayar secara kontan
maupun angsuran untuk diambil setiap bulannya. Jadi setiap bulan dapat ditetapkan 4
dirham.

2) Jika orang dengan ekonomi menengah (orang yang mempunyai harta 200 dirtham lebih),
maka imam dapat menetapkan kadar jigyah yaitu sebesar 24 dirham per tahun, baik

dibayar secara angsur atau kontan.

® Yusuf Al-Qaradhawi, Figh Al-Jibad: Dirasalhy Mugaranah lli Abkamihi wa Falsafatibi fi Dhan’ Alguran wa Al-
Sunnah, terj: Irfan Maulana Hakim dkk, Bandung: Mizan Pustaka, 2010.
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3) Jika orang dengan ekonomi miskin namun mempunyai peketjaan (di dalam kategori
memiliki harta di bawah 200 dirham atau orang yang tidak memiliki apa-apa tetapi masih
beketja), imam dibolehkan untuk menetapkan jigyah sebesar 12 dirham setiap tahun, dan
dibayar secara angsuran sehingga untuk satu bulan dapat dikenakan 1 dirham.

b. Menurut mazhab Maliki, orang yang mempunyai emas, maka jigyah-nya adalah 4 dinar per
tahun, bagi yang memiliki harta perak, maka jizyab-nya adalah 40 dirham, ketentuannya
tidak boleh ditambah dan dikurang sebab ketentuan bersifat pasti.

c. Menurut mazhab Syafi’i, kadar minimal jizyah adalah 1 dinar.

Selain dua pembagian bentuk jigyah di atas, para ulama lainnya membagi tiga jenis jigyah, dua
diantaranya seperti telah dikemukakan di atas dan ditambah bentuk ketiga yaitu jigyah usyriyab (jizyah
sepuluh persen dari harta dari orang kafir).Sebagian ulama yang lainnya justru menyebutkan hanya
dalam dua kategori saja seperti tersebut sebelumnya. Pendapat ini juga dikemukakan dalam mazhab
Malikiyah dan mazhab Hanabilah, dan juga sebagian ulama dari kalangan Hanafiah. Secara lebih
perinci, alasan-alasan argumentatif, khususnya pendapat ulama akan dibahas dalam bab selanjutnya,

khususnya pendapat Ibn Rusyd.

b. Konsep Siyasah Maliyah

Istilah szyasab maliyah tersusun dari dua kata, yaitu siyasah dan al-maliyah. Kata siyasab
secara bahasa berasal dari istilah sasz, berarti mengatur, mengurus, memerintah,
pemerintahan, politik dan pembuatan kebijaksanaannya. Adapun kata kedua ialah almaliyah,
yang asalnya diambil dari kata dasar mal/, artinya harta benda, kekayaan dan harta. Dapat
dipahami bahwa szyasah al-maliyah berhubungan erat dengan keuangan sebuah negara. Tentu
permasalahan keuangan negara ini cakupannya relatif luas, baik mengenai sumber-sumber
uang atau pendapatan negara, maupun menyangkut sistem pengeluaran dan juga cara-cara di
dalam menanggulangi permasalahan keuagang negara.

Konsep siyasah al-maliyah ini merupakan bagian dari konsep szyasah al-syar’iyyah. Oleh
sebab itu, di dalam beberapa tulisan disebutkan istilah siydsab al-maliyab al-syar’iyyah. Hal ini
selaras dengan keterangan Chuzaimah Batubara dan kawan-kawan, bahwa konsep szyasah
syar’iyyah meliputi delapan unsur yaitu salah satunya adalah siyasah al-maliyah al-syar’iyyab.
Konsep siyasah maliyah ini meliputi berbagai cakupan yang relatif luas di antaranya

menyangkut:
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1) Prinsip-prinsip kepemilikan harta.

2) Tanggung jawab sosial yang kokoh, tanggung jawab terhadap diri sendiri, keluarga,

masyarakat dan sebaliknya.

3) Zakat, hasil bumi, emas dan perak, ternak dan zakat fitrah.

4) Kharaj (pajak).

5) Harta peninggalan dari orang yang tidak meninggalkan ahli waris.

6) Jizyah (harta temuan).

7) Ghanimah (harta rampasan perang).

8) Bea cukai barang impor.

9) Eksploitasi sumber daya alam yang berwawasan lingkungan.

Konsep siyasah maliyah juga terdiri dari berbagai sumber-sumber ekonomi Negara

Islam yang dapat memberdayakan masyarakat Islam, di antaranya:

n
2
3)

)

5)

0)

Zakat bermakna suci, berkembang, berkah, tumbuh, bersih dan baik.

Jizyah (sebagaimana telah dijelaskan terdahulu).

Shadagah (berinfaq pada jalan Allah) adalah pemberian cuma-cuma oleh seseorang
kepada orang lain.

Kharaj, merupakan sejenis pajak yangdikenakan terhadaphasil produksi pertanian non
muslim dalamnegara Islam seumpamapembayaran, Usyr oleh orang-oranglslam terhadap
negaranya.

Usyr merupakan pembayaran sepuluh persen kepada negara Islamdari hasil cocok tanam
dengan mengharapkan siraman hujan orang-orang Islam disebut Usyr. Namun kalau
tanaman  tersebutdiairi  seperti dengan  irigasi dan  seumpamanya, maka
bayarannyamencapai 20 %. Bayaran tersebut disetor kepada Baitul Mal
agardidistribusikan untuk kesejahteraan negara dan penghuni negaralslam yang terdiri
dari orang yang memerlukannya dalamkacamata agama baik secara individu maupun
untuk ummahsecara keseluruhan.

Khums/ ghanimah ialah satu prosentase tertentu yang didapatkanseseorang tentara Islam
sebagai ghanimah pascaperang dengan orang kafir dan juga memperoleh kemenangan
terhadapmereka disebut Khumus.Sama halnya dengan kepastian sesuatuprosentase dari
hasil sumber daya alam seperti mineral, petroleumdan juga natural tersembunyi lainnya

yang dimiliki oleh seseorangindividu juga disebut Khumus.
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7) Fa’i ialah kekayaan yang diperoleh dari kekuatanmusuh tanpa terjadinya peperangan
dengan mereka. Perolehan tersebut juga kembali ke Baitul Mal untuk didistribusikan
terthadap kebutuhan-kebutuhan ummat. Ada sedikit perbedaan antara fz7 dengan
ghanimah atau khums, di mana faii diperoleh tanpa peperangan sementara &bums ataupun
ghanimah diperoleh dari hasil peperangan dengan orang kafir setelah mereka kalah
perang.

8) Dbharaa’ib merupakan pajak umum untuk membela warga negara Islam dari serangan tiba-
tiba pihak musuh dan juga dikumpulkan untuk kepentingan-kepentingan umum lainnya
dari warga negara tersebut terutama yang berhubungan dengan kejadian-kejadian darurat.

9) Wagqaf ialah semacam pemberian ikhlas karena Allah yang mengharapkan pahala dari
Allah swt oleh seseorang kepada pihak-pihak tertentu, seperti pemberian tanah (wagaf)
kepada masjid, menasah, dayah, Baitul Mal dan sebagainya.

10) Usyur merupakan pajak atau penghasilan yangdikumpulkan dari hasil pendapatan
perdagangan dan bisnis yangdikeluarkan oleh seluruh warga negara Islam terlepas dari
agamadan kepercayaan mereka. Pendapatan ini juga dikumpulkan dalamBaitul Mal
sebagai perbendaharaan negara Islam.

11) Kira al-ardh adalah inkam yang dihasilkan daripada pemerintah atau kerajaan yang juga
dikumpulkan dan diurus oleh Baitul Mal.

12) Ammwal al-fadbilah. Setiap inkam dari pemerintah yang dimiliki dari sumber-sumber alami
disebut Amwaal al-faadhilah. Dan ia nya kembali ke Baitul Mal.

Mengacu kepada penjelasan di atas, sumber keuangan dan pemasukan dari harta
negara diperoleh melalui berbagai cara dan dihasilkan dari berbagai sumber. [izyah menjadi
salah satu sumber pendapatan negara. Konsep szyasab al-maliyah tentang jizyah ini meliputi tata
cara penarikan dan pemungutan. Dalam kajian siyasab al-maliyab, jizyah menjadi sumber
pemasukan khas negara yang sifatnya kontinu dan berkelanjutan diperoleh dari kalangan
non-muslim. Berbeda dengan jenis harta-harta lainnya seperti sedekah, wakaf, ataupun harta
rampasan perang, keberadaannya hanya di dalam kondisi tertentu saja. Misalnya harta
sedekah dan waqaf hanya ada apabila terdapat orang yang bersedekah dan berwakaf, karena

sifatnya tidaklah wajib.



36

Vol. 1, No. 1, September Tahun 2022 ISSN :2964-4208

As-Siyadah: Konsep Jizyah Dalam Pandangan Ibn
Jurnal Politik dan Hukum Tata Negara Rusyd Al-Qurzubt

D. PENUTUP

Pelaksanaan jizyah dalam pandanganlbn Rusyd Al-Qurtubi sesuai dengan tinjauan siyasah al-
maliyah. Kebijakan pemerintah yang mewajibkan kafir zimmi mengeluarkan jizyah ialah bagian dari jenis
kebijakan yang sifatnya politis menyangkut harta (maliyah), harta jizyah menjadi khas negara untuk
kepentingan kemaslahatan rakyat, baik muslim maupun non-muslim (kafir). Namun begitu, kebijakan
pemerintah mewajibkan jizyah ini bukan hanya kebijakan politik (siyasah) semata, yang terjadi antara
penguasa dan rakyat, tetapi juga termasuk kewajiban agama yang dibebankan kepada pemerintah dan
harus dilaksanakan. Pandangan Ibn Rusyd di atas cenderung hanya dibatasi dalam konteks dan
wilayah kekuasaan Islam, dan hubungannya dengan masalah relasi antara muslim dan non-Muslim.
Untuk itu, perlu ada kajian yang khusus menelaah konsep jigyah ini dalam konteks kekinian, dan
dalam hubungannya dengan negara bangsa. Hal ini dilakukan agar dapat dilihat titik temu antara

hukum jizyah yang ada hubungan dengan hukum pajak dewasa ini.
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